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ABSTRAK

Latar belakang Proses Penegakan hukum terkait tindak pidana yang
berhubungan dengan Anak seringkali terjadi kendala dalam menentukan suatu
perkara anak dapat dilakukan proses Diversi atau tidak, baik itu ditingkat
Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan. Seperti contoh halnya jika Anak Pelaku
disangkakan atau didakwakan dengan dakwaan alternatif, subsidiaritas,
kombinasi ataupun kumulatif dimana disalah satu pasal yang disangkakan atau
disangkakan tersebut ancaman hukumanya diatas 7 Tahun serta dibawah 7
Tahun, maka hal tersebut menjadi kendala bagi Aparat Penegak Hukum dalam
implementasi UU No 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak
khususnya J . Penyidikan dan
Penuntutg erbed'dSHIPenm T un 20 Mycrkait Pedoman
Pelaksgilan Diversi na An ? RPA), didalam

foMbut mengakomodir diversi. Penehtlan ini Wertyjull mengetahui

uf
: versi oleh penegak hukum, perbedaa nfll harmonisasi
: awta mendapatkan dg ‘ gnckonstruksikan solig am dualisme
a

iset ini bermg hdis normative gaiagall pendekatan
dangan dan st} 1l riset memb @ ika penegak
emiliki ke ¢ ukan dive ari tahapan
ckomendgst o peguntuta & iksaan serta

RN (B pengadumen, SC rmonisd an peraturan
ngzupdangan u;v.'a g BPPA, s @aturan Jaksa
; EKUHA - pagipaya penglia@in penerapan
ap ana L okum, memperkuat
pedoman 8 Bl serta alterjjgmclari ancaman

erta memerl[URSEEFICHNE (3@t dalam UU enelitian ini
@n dan memberik ; ningkatan kapasitas dh koordinasi
oak hokum, Sinkrg Sdaharmonisasi reg qllu dilakukan
el penyelarasan hnj il antara UU Nom n 2012 dan
Tahun 2014, Penglata akan dan revisi yagkdall Pemerintah

k undang-undag Akan untuk memigerikd penjelasan

&ta melakukan j embaruan terh:(%( entuan yang

pulkan dualisy
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Diversi dianggap sebagai cara penyelesaian untuk seorang anak yang
berhadapan dengan hukum. Diversi termasuk suatu cara untuk mengalihkan
sebuah kasus formal ketahap informal dan memposisikanya keluar pelaku

A anak'jsstt AanM atau ™l ' Hal tersebut

setiap persoalan kasus anak nakal mest1 itemWh dari sstem

untuk men ya dengan

angkan dan k yan keadilan

an ini yaitu
oratif yang

ncegah anak o ES I n Anak bisa

ihe lingkup sosial
gkup

Easal 1 poin 7 akan bahwa
c@ artikan sebagg b - Anak dari

’. Keadilan
suatu proses
Diversi, 1dana tertentu

bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk

membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,

' Marlina, Peradilan Pidana Anak di di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 158
2 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 70.
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Anak, dan masyarakatdalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi
dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan”. Keadilan
Diversi serta Restoratif termasuk sebuah hal pembeda yang krusial dalam UU
No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 2007.

Berkaitan dengan kasus tindak pidana anak, perkaranya bisa dituntaskan
diluar sistem pengadilan, yaitu dinamakan Diversi’ Pengaturan diversi

tercantunyiiflam Ul'\‘s lahuw Madikan S hukum untuk
X

an setiap kasus pidana anak diluar sistem

ang memuat aturangixcilli pada anak

perdamaian.

Solusi =ldusial karna

* Marlina, Pengantar konsep diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana, USU Press.
Medan, 2010, hal 1

* Sistem Peradilan Pidana Anak UU No.11 Tahun 2012

> Kusno adi, Kebikan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak,
UMM

press, malang, 2009, hal 58-59.
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Indonesia termasuk negara hukum. dasar ide atas terdapatnya hal ini berkaitan
dengan sifat hukum masing-masing. Hukum pidana bersifat Ultimum
Remedium, dari pandangan Van Bemmelen termasuk sebagai solusi terakhir.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) telah dinaungkan sebagai
pendekatan baru untuk menuntaskan kasus pidana. Pendekatan ini
mengedepankan penuntasan kasus secara bersama-sama dan adil dengan

epada'ghi bulcﬁnm. Dalan™U No 11 Tahun

istem Peradilan Pidana Anak, RJ sebaga#Sua oses Diversi

prsama-sama
rakat dalam

ersi sendiri

dalam hal
di bawah 7

9 7

eraturan terkait g Diversi terseb Aparat bisa

Diversi secara P kan kriteria se dilijakan yang

ga penegak

No. PER-

006/A/JA/04/2015 terkait Pedoman Penyelenggaraan Diversi pada tahap

Penuntutan, hal ini sebagai tindak lanjut dan komitmen Kejaksaan dalam

¢ https://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium
7Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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mendukung proses Diversi dapat berjalan selaras dengan kebijakan hukum
yang ada khususnya dalam tahap Penuntutan yang akan dilakukan oleh Jaksa
Anak di Seluruh Indonesia yang akan menangani perkara Anak.

Dalam Perja No. PER-006/A/JA/04/2015 terkait Penuntutan tersebut
dijelaskan dalam Bab II terkait Kewajiban Diversi yang berbunyi :

“Kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan Diversi mencakup Penuntut
CIIZUpPdydKd [ J1VC Dalld enuntutan, Diversi

i g ida a Mmakan da%g tindak pidana
o dilakukan™(D1anca ngan Pidana pehjara (w ) 7 tahun dan

& Jcrupakan pengulangan tindak pidana)”.* z

ﬂPasal 2 Perja po/A/JA/04/201 #it Pedoman
" Diversi p? = tersebut JyiigsEn Pedoman

m)iversi Ty, agaimg aksud dalam

mpakan aa DM Cl oLl mum d elaksanakan
: w pada Tingka

014 terkait

l}h Agung juga q Perma No. 4
—
tkan d

n yelenggaraan D SPPA, disebu

lam Pasal 3

Diversi yang ber;

ak didakwa
di bawah 7
igincam dengan
rat dakwaan

. [
pldandaﬁa 71
subsidTaritas, a;fe atif,

Pasal 3 tersebut Perma No. 4 Tahun 2014 tidak sama dengan Pasal 7 Ayat

2 UU No 11 Tahun 2012 SPPA. Walaupun dalam Hirearki Peraturan,

& Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/04/2015
° Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
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Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) berada di bawah Undang-Undang
(UU) dalam hierarki perundang-undangan. PERMA bertugas untuk
menjalankan UU, bukan untuk menggantinya atau memberikan pengaturan
yang bertentangan.

Dalam Perma No. 4 Tahun 2014 tersebut mengikat bagi Hakim dan para

pihak dalam proses peradilan. Beda halnya dengan Perja No. PER-

015 prg ;tnuﬁ Mterbltka

aras dengan UU No 11 Tahun 2012 SPPA
Z

Perma No. 4@ 2014 dapat
ketidakp3 - esylitan d@
a [Ika terdapaf ‘ i l kedua

ana Anﬁ"
Mak dapat dilakm
Penuntutan dam ilan. Seperti

gkakan atau didalcvillkan dengan

as, atau kombi bﬂ

006/A/JA

bkingm tidak bertentangg gcara langsung, p pengaturan
L

antaral o 11 Tahun

plementasi,

n tersebut.

negakan

m menentukan ¢
a,)%lik itu ditingkat

lﬁa jika Anak P
3natif, kumulatif

okali terjadi

oses Diversi

ana disalah
hukumanya
hal tersebut

L
L
menj adi-kdzd-bg

Tahun 2012 terkait SPPA terutama Kejaksaan serta Kepolisian untuk

efasi UU No 11

melaksanakan Penuntutan dan Penyidikan.
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Mengingat didalam UU No 11 Tahun 2012, syarat Diversi tidak
mengakomodir dalam hal terjadi kasus seperti diatas. Hal ini membuat
ketidakpastian hukum Apakah kasus pidana tersebut bisa dilaksanakan Diversi
atau tidak.

Pada Tahap Penyidikan oleh Kepolisian sendiri tidak ada Pedoman

Peraturan Diversi seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, oleh

iygrsi ditingkat
atas PERJA
bertentangan

PA.

Pedoman
in  tersebut
@ gcan Pasal 7

e o 11 Tahun

: . Hal ini juga
]

dafl p dapat antara

Bahwa perlu digarisbawahi Kepolisian dan Kejaksaan Agung tidak bisa

Aparat Penegak Hukum terkait Diversi.

menerapkan Perma No. 4 Tahun 2014 dikarenakan Perma tersebut mengikat
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bagi hakim dan para pihak dalam proses peradilan bukan proses Penuntutan di
Kejaksaan serta Penyidikan di Kepolisisan, oleh karena itu Kepolisian tetap
merujuk pada UU No 11 Tahun 2012 serta Kejaksaan merujuk pada UU No 11
Tahun 2012 dan Perja No. PER-006/A/JA/04/2015. Bahwa dalam prakteknya
dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan mendapatkan kasus dimana disalah satu

Pasal yang disangkakan atau disangkakan tersebut ancaman hukumanya diatas

polisian dan

Diversi baik

2/2022 yang
r yaitu Pasal

Darurat No ‘ at 1 KUHP,

1
)ara tersebut dilal
—

za ancaman huk
Bun meskipun a

tan dengan

hukumanya

Ryat (1) UU

iomor 359
pelaku juga

di dakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 435 Atau Pasal 436 ayat (2)

UU No 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan serta Pasal 62 Atau Pasal 60 Ayat (2)

Atau Pasal 60 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 197 terkait Psikotropika.
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Pelaksanaanya Penuntut Umum tidak melaksanakan proses Diversi
dikarenakan ancaman hukuman didalam Pasal 435 UU No 17 Tahun 2023
terkait Kesehatan yaitu 12 tahun meskipun salah satu pasal didalam dakwaan
tersebut terdapat pasal yang ancamanya dibawah 7 tahun. Bercontoh dari
kasus diatas menggambarkan bahwa pada prakteknya masih terdapat
kerancuan penerapan di dalam UU No 11 Tahun 2012 SPPA dengan Perma

014 tetan(El }ﬁlmn Diver i

n uraian contoh kasus-kasus seperti di

3

serta Bapas

o 11 Tahun

t Pedoman

k seperti Anak Pe

—
l‘vztif, subsidiaritas atau kombinagi ge
i | Tahun 2012 tbt

,,,,, I jaksa8 hnakan dasar

) raan Diversi
£
T PA.

Bertitik tolak dari pada uraian tersebut, sehingga penulis ingin membahas

ngga masih

bPPA, maka

permasalahan ini kedalam sebuah tulisan berjudul “DUALISME DALAM

PENERAPAN DIVERSI: STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG
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SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA TENTANG
PEDOMAN PELAKSAAN DIVERSI”.
B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, dibuatlah rumus permasalahan dalam Tesis
ini seperti berikut:

1. Bagaimana penerapan diversi oleh penegak hukum yaitu penyidik, jaksa

3. Al i Sy gt 2012 SPPA

.
C. }enehtlan
—

ETyfuan Objektif

I@\ riset ini, tujua

jaan Diversi

2012 SPPA

Pelaksanaan

Diversi dalam SPPA.
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b. Memahami perbedaan dan harmonisasi penerapan antara UU No
11 Tahun 2012 SPPA dengan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA.

c. Mengkonstruksikan serta memperoleh solusi dalam dualisme

penerapan antara UU No 11 Tahun 2012 SPPA dengan Perma No.

4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA.

IS LAM

n subjektifnya yaitu sebagai proposal peng( Bas akhir atau

ana Fakultas

ar Magister

An wawasan

Renllicol e

penyidik di Indonesia dalam melaksanakan diversi.
4. Hasil riset ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan

pengembangan bagi penyidik, jaksa dan badan peradilan di Indonesia
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untuk memberikan penetapan dan keputusan yang terbaik dalam
penyelesaian diversi semata-mata demi kepentingan anak.
G. Tinjauan Pustaka
Guna menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, menjadi perlu bagi
penulis untuk menguraikan penelitian sebelumnya yang telah Penulis temukan

terlebih dahulu, yang mana membahas topik yang sama. Sehingga diharapkan

aKan POS' gltn A Maruann

W ilmiah yang memiliki irisan dengan pene i
" g berjudul “PELAKSNMA AN DIVERSI OL 1

‘ P ANAK YANK B

?rm HUK K 4 qleh Ekaﬂ

1 P-ISSN: v ; b8 (202

i Busi Del "ﬂu’(’ﬁ""
mbersifat deskrip et tersebut berm
dan didukung d i

>seba ai pendeka
gal p
ini didapati Jgogs

iz empiris. Data {
k@m wawancara. [ didapati dari stb

yovelty). Berikut

AWAHLUNT

ral Science

ditulis oleh

tan yuridis
bendekatan

g dengan

umen serta

kasus tentang diversi yang berkaitan dengan anak yang berkonflik

dengan hukum pernah dibahas dan diselesaikan di Kejaksaan Negeri

10 https://journal.unespadang.ac.id/legal/article/view/176/171
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Sawahlunto.

Bahwa didalam Jurnal ini menyimpulkan terkait Pelaksanaan diversi
oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Implementasi Perja RI No.
006/A/J.A/2015 yaitu : (1). Jaksa Anak tidak bisa bertindak sendiri
karena dalam kebijakan SPPA mewajibkan melibatkan banyak pihak,

(2). Dalam pengerjaannya tidak semua kejaksaan negeri, serta cabang

§ punya| Jsdﬁln dim ptaskan perkara
dang

tidak semua kejaksaan negeri, abalk kejaksaan
awarah diversi s kara yang

laksanaan diver anak yang

aksaan Negeri Qg serta

A/2015, sedarb pbjek yang

rta Konsep

n hukum di

Indonesia sekarang ini.

" la Latifa Fitriani, 2012, Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum,Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm
128
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2. Jurnal yang berjudul “PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP
PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”,
Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan
Universitas Lambung Mangkurat yang ditulis oleh Ellen Yolanda Sinaga.

Tujuan riset ini untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan diversi oleh
Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan saat ini,

mengar'liSOil meﬁn‘Manaan (™si berdasarkan
nyelenggaraan diversi oleh Penuntut Umuﬁi f onesia pada

terkait mekar@ elaksanaan

rwngtua/wali, S€
(}emerintah Repu
——

ZPelaksanaan Di Penanganan Angk,yling Belum

. Dl2 tahun)”.
S ini antara

- .
- f t
a 1ve ntut umum

anak, tidak ada keseragaman. Masing-masing Penuntut Umum Anak

sebagai fasilitator diversi pada kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi

di seluruh Indonesia menyusun berita acara diversi dalam bentuk yang

100



berbeda-beda hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Jaksa Agung
Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan diversi secara internal
oleh Penuntut Umum di Indonesia sehingga pelaksanaan diversi oleh
penuntut umum saat ini masih berdasarkan instruksi masingmasing atasan
penuntut umum, termasuk penyusunan berita acara diversi oleh Penuntut

Umum Anak. Model mekanisme pelaksanaan diversi dalam konteks yang

bbjek yang
antara UU

4 Tahun 2014 onsep UU

perkembangan i Indonesia

te ian tujuan

hukum seperti keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Untuk

2 https://ppjp-ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/viewFile/1787/1559
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menjalankanya perlu menerapkan azas prioritas”. Gustav Radbruch
mempertegas jika ada tingkat keutamaan yang perlu dilaksanakan.
Hukum melaksanakan perannya sebagai media konservasi. Hukum
juga memberi kekuasaan atau metode untuk menjaga kepastian
hukum dan menuntaskan konflik hukum'™.

Jika dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan

ingin diraih,
pisan  dalam
ni membagi
memberikan

hukum dan

gltlan ini juga ‘ i . Kepastian
um mengandung hukum setlapmt mengetahui
ygfg mana dan seberdi @stian hukum

@llkl dua makna . umum yang mba u seseorang

ynn . . Blchkan, lalu
il
o I !l pemerintah
L
-ka‘%d ufSese & Memahami apa
B Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-
gustav-radbruch-dan.html, diakses pada tanggal 16 Januari 2017
1 Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch,
http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html, diakses tanggal 16
Januari 2017

' Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm.
77
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yang dilaksanakan atau yang boleh dibebankan negara kepada
seseorang.'t
2. Teori restorative justice
Teori ini akan menutupkan celah kekurangan dalam menuntaskan
kasus pidana konvensional dengan pendekatan represif karna merujuk
pada pembalasan seperti pemenjaraan atau pemidanaan pelaku.

ehingg' g«' yarmmld
Wtkan atau di integrasikan kelingkup SOJ :

aan dendam yang esinambungan serta
Skan kriminal b

gksi tidak bisa

jalani

ini memicu

emunculkan

ditujukan
brian - sanksi
maupun sisi
buatan yang

SUS) maupun

ksud supaya

anginya juga

sebagai gambaran umum untuk masyarakat lain terkait sebab dan

1 [bid, Peter Mahmud Marzuki hlm. 158

7 Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah
disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju
Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25
April 2012, him. 1-2
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akibat dari adanya tindakan kriminal. Hal ini juga ditujukan untuk
mengisolasi pelaku tindak pidana dengan masyarakat sebagai salah
satu bentuk wujud dari perlindungan dan pencapaian tujuan
masyarakat. Pemberian sanksi pidana ini juga diharapkan dapat
mencegah dan memperbaiki ketidakpuasan dan kepercayaan

masyarakat kepada penegak hukum dalam menanggulangi tindakan

Jatau efektif
dn unsurnya,
ukum (legal
ktur hukum
itan dengan

loman yang

k ang seseorang.
gang g
ZEtruktur hukum

5

skala serta

padilan serta
ative ditata,

ngkaian apa
a Struktur (legal
struktur) mencakup seluruh instansi hukum yang bermaksud untuk

melaksanakan perangkat hukum.
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Satjipto  Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai
penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum
secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan
hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan

hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum,

rika).'®

enelitian

- .
- f i
set iris berfungsi

untuk memahami hukum kesituasi yang nyata serta mengkaji bagaimana

peran hukum dilingkup sosial. Riset hukum ini dikembangkan dari setiap

18 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008), hal 175-183
' Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,
hal.27-28.
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bukti yang didapati dalam lingkup masyarakat, baik dari badan
pemerintahan ataupun hukum itu sendiri.”
2. OBJEK PENELITIAN
Objek riset ini meliputi keseluruhan data serta kebijakan terkait
Diversi. Dari objek ini akan dikaji lebih dalam terkait mengapa masih
terdapat perbedaan penerapan antara UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA

Perma v';.satzwrmoman

P A serta Konsep UU SPPA yang ideal

sanaan Diversi

engakomodir

egislasi, atau

b edLan perbedaan

antara UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA dengan Perma No. 4

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Rajawali Press, Jakarta, 2016,hal. 10

2 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta,2010,hal. 34 & 51.
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Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA dan
Konsep UU SPPA yang ideal dalam mengakomodir perkembangan
hukum di Indonesia sekarang ini.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah prinsip, teori,
konsep serta asas hukum terkait perbedaan antara UU No 11 Tahun

P terkait 'fSieIgan n Mahun 2(™terkait Pedoman

anaan Diversi dalam SPPA dan Konsep yang ideal

sia sekarang

Pendekaf prma hukum

milaksan

yang sudah

ati dalam

b. Data sekunder dihasilkan dari studi pustaka yang mencakup bahan

hukum tersier, primer serta sekunder.

2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Op,Cit,hal. 15.
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b. Sumber Data
a. Studi kepustakaan (Library Research).
Tahapan ini dilaksanakan dengan memahami, mengkaji serta
menelaah setiap bahan pustaka seperti artikel, jurnal, undang-

undang dan lainnya terkait UU No 11 Tahun 2012 SPPA, UU No 3

Tahun 1997 Pengadilan Anak, UU No 23 Tahun 2002

Tahapan ini dilaksanakan dengan mengumpulkan berbagai berkas

tertulis yang berkaitan dengan pembahasan dalam riset ini.

# Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,
2002,hal. 126.

100



6. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA
Setiap data yang sudah didapati, akan dirancang dengan sistematis lalu
dianalisa secara kualitatif untuk mencermati kebenaran dan pembahasan
melalui penafsiran, kemudian datanya dijabarkan dalam beberapa kalimat
yang jelas, sistematis serta rinci untuk memudahkan dalam mengambil
simpulan.*

J. Sistegy aPen'lis L A M

- BRI nantinya akan membahas mengenai akang dari

yang akan
, manfaat
landasan

akan, serta

hi Diversi.

Mkan terkait

pan seperti

eriksaan di

Pengadilan.

- BAB III, menjelaskan mengenai hasil dari penelitian penulis

# Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan desertasi,PT. Rajagrafindo,Jakarta,
2013, hal.128

100



mengenai analisis dari rumusan masalah yang penulis kaji.

- BAB IV memaparkan penutup dari penelitian yang dilakukan penulis

berupa kesimpulan dan saran.

/

yd
O
O
Z
m
v
>
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A.

BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
Diversi
Dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian diversi adalah pengalihan

penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

peradj gapMmerdamaian antar
a Wan korban, menuntaskan kasus diluaxxis W pengadilan,
mekce perampasan kem an anak serta memi masyarakat
] AE@ntribusi.
—

lilaksanakan

termasuk

s@brative serta

ojawab serta

u g ketertiban,

Dalam “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian Musyawarah Diversi
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adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang
tua/ walinya, korban dan/atau orang tua/ walinya, pembimbing
kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan
pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesapakatan diversi

melalui pendekatan keadilan restorative”.

dihasilkan dari cara

i berlaku pada

diduga telah

kan diversi

atau lebih

atif maupun

pan sesudah
yang mesti

ntah kepada
an* “anak beserta
orangtua/wali, serta pihak lain yang dirasa penting untuk menghadiri

diversi.
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Dalam “Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
006/A/JA/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tingkat
penuntutan, jika melihat secara cermat maka diversi ditingkat penuntutan
merupakan kewajiban oleh jaksa dengan sebagai acuan dalam
penyelesaian perkara anak pada tingkat penuntutan, yaitu dengan

melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian di luar

ingkat penuntutan ini

poran, perDa

pe entian@
terkait ?s

yang memberik

yang berupa

brtian terkait

e}m adanya berbaga

S ntunya membua Mmenafsirkan

—
ny tataran praktek hn proses mekanb daversi.

alism adalah
fua“ prin asir” yang saling

bertentangan. Hakikat dualism, istilah dualisme berasal dari Bahasa latin,
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dualis yang berarti bersifat dua. Dualism justru berpandangan bahwa ada

dua substansi dalam kehidupan ini, yaitu:*

- Dualisme pada umunya, berbeda dengan monism, mempertahankan
perbedaan-perbedaan mendasar yang ada dalam realitas antara
eksistensi yang kontingen dan eksistensi yang absolut (dunia dan

ada dalam bidang

dan kehidupan

siden, dan

dmenegaskan

—

Wistensi art tidak dapat
eduksi. ’ 1. semesta.
h/materi. i . . i yang

$rpikir/substasi 4 a

sBwnia noumenal/ P in/ kekuatan

jahatan. Alam s : oan Ruda bidang

ania) itu.

setiap tahapan sistem peradilan pidana.

» Amsal Bakhtiar, 2004, Filsafat ilmu, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Halaman 86.
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1. Penyidik anak
Anak yang dikatakan sebagai saksi yaitu anak dibawah umur 18
tahun yang bisa memberi informasi penting terkait keperluan
pemeriksaan, penuntutan serta penyidikan yang juga bisa dialaminya,
didengar atau dilihatnya sendiri, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No

11 Tahun 2012 SPPA. Dikatakan juga penyidik yaitu penyidik anak.

Bentuk p'rg ldanaﬂk Mnempri pskan restorative
w tahap penuntutan atau penyidikan yar&li!a kan selaras

depgen perundang-undagk sesuai dengan Di tingkat

gariksaan, penunt lyidikan kasus pengadilan

cogll mesti dgut

kim, pé P ketika nkan diversi
D l memerh3 S TP So sia ana? ngan tindak

w serta dukui® < 1 eluarga/masy esepakatan

gi seperti kasus pi nngilidak ada korban, jp@nflicaran ringan
—

K Zainnya yang tidag isa dijalany dik bersama

@, anak beserta o
hendasi yang

“j ’bu51 dalam
et ihali dalam hal ada

korban. Penentuan diversi perlu disampaikan kepada pihak terkait

minimal 3 hari sejak ditentukan. Sesudah diterimanya penetapan,

penyidik mengeluarkan laporan penghentian penuntutan.
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Hakim, penuntut umum serta penyidik mesti melindungi anak yang
diperiksa dalam situasi darurat. Diberinya perlindungan khusus
dilaksanakan dari pemberian hukuman tanpa pemberatan. Untuk
mengatasi kasus anak, setiap pihak terkait mesti mengutamakan
kepentingan terbaik.

Untuk anak yang belum berumur 12 tahun dan sudah diduga

g sanaka' tg Iidanﬁiam perl nutuskan untuk:

tkanya dalam pembinaan atau pend enyerahkan

! ) i ertentu yang

rkara tidak

siibagai atribut

Ao ditentukan
emeriksaan
Jik. Kriteria
iki dedikasi,

m pelatihan

Penyidik mesti mengutamakan diversi dalam periode maksimal 7
hari pasca dimulainya penyidikan. Prosesnya dilaksanakan maksimal

30 hari pasca diversi dimulai. Ketika sudah meraih kesepakatan,
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penyidik menginformasikan hasil kesepakatan kepada ketua
pengadilan negeri untuk dirancang sebuah penetapan. Tetapi apabila
gagal, penyidik mesti melanjutinya atau melimpahkan kasus ke
Penuntut Umum dengan melengkapi berkas riset kemasyarakatan serta
berita acara diversi.

Hakim, penuntut umum serta penyidik yang secara sengaja tidak

; ankan'jis E cn m

aksimal Rp. 200.000.000,00. Penyidik

enjara dua) tahun atau

engutamakan
an dimulai.

rsi dimulai.

wrnun jika gagam™

s ke Penuntut

——
mzyarakatan serta b

erkas riset

gifNomor PER-
: ﬁversi Pada
Tingkat Penuntutan, kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan
diversi dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan diancam

dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan

pengulangan tindak pidana dan kriteria anak yang wajib dilakukan
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diversi terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan
tindak pidana, serta wajib dilakukan meskipun anak sudah atau pernah
kawin”.

Dalam penyelenggaraanya, terdapat tahapan awal seperti menunjuk
penuntut umum. Dalam surat perintahnya memungkinkan untuk

gffnjuk 2 irgt \EmAlpmetiap pONEgtut umum perlu

dengan setiap perkembangan penyidikan.

dfperjelas dalam “Pagll] ayat (2) Undang% >y Nomor 11
Bhy 2012 tenta d Fadilan pidana@ penuntutan

erngdap perkagra enyntut U Mo ditetapkan

beldasarkan K rvp" g pejab iy §hng ditunjuk
% Jaksa ‘b«h;#~ Conns setelah @rima surat

writahuan dim® ikan, jaksa am uda tindak

)a umum/Kepala Al Tinggi/Kepala dhan Negeri/
p p gg p g

] Za Cabang Kejari erbitkan surat pegtahlibenunjukkan

@ut Umum untujing perkembangan hi kan perkara

q erkembangan
]
erfasa nyidik dalam

mencegah penyimpangan perkara. Upaya diversi sesudah menerima

penyerahan tanggungjawab atas barang bukti serta anak (tahap II),
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kajari segera mengeluarkan surat perintah penunjukkan penuntut
umum dalam menuntaskan kasus anak.

Penanganan kasus anak mencakup penyelesaian didalam atau
diluar peradilan pidana (diversi). Penuntut umum memperoleh

penyerahan tanggungjawab atas barang bukti dan anak diruang khusus

anak, lalu mengkaji kebenaran barang bukti serta identitas anak dan

dimulainya

si, penuntut men
—

%ya, lalu penun

kapi dengan

a

Milan selaras

hasil riset

ghak j@fkn keluarga
]
aSud itu yalakat kasus itu

atau masyarakat setempat. Model ini disebutn pertemuan group
keluarga atau family group conference, melalui model tersebut

diharapkan potensi berhasilnya diversi akan lebih besar karena
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keputusan berdasarkan tiap-tiap masyarakat atau keluarga yang hadir,
posisi jaksa dan badan pemasyarakatan hanya sebagai pengelola dan
mediator family group conference adalah tokoh yang ditunjuk oleh
keduanya. Model ini dapat terlaksana jika diperpanjang jangka waktu

pemeriksaan pada tahap penuntutan agar proses diversi dapat berjalan

dengan maksimal.”

3. Hgff anak'SLAM D

am “Peraturan mahkamah agung Republi

Tahas 2014 Tentang Pg an Pelaksanaan Divgisl, [lklam Sistem
L

FlRgadilan Pidana Af nak wajib m kan diversi

dalamy hal ang ’ tindak pi ng diancam
de nég pidan® * tahun kwa pulang
i

Jemlen tindak Witey LETY Pan pida ira 7 (tujuh)

watau lebih dalz CITK SHPt dakwaan sub | alternative,

klatif maupun ko
—

ZGHyelenggaraan d li i i i i, ke persiapan

@nenerma penengam e ilan. prsebut akan

dan anak

1 n. Penetapan
adgal serta hari

diselenggarakanya musyawarah diversi.

2 Jurnal, 2020, Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum, Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, Program Studi Magister [Imu
Hukum FH UNDIP, Halaman 79.
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Langkah musyarawah diversi dimulai dengan perkenalan setiap
pihak yang hadir, menjelaskan tujuan beserta maksud diversi yang
akan dilaksanakan. Fasilitator akan menguraikan rangkuman
pembimbing serta dakwaan terkait data kondisi dan perilaku sosial
anak serta memberi saran untuk mendapati solusi.

Fasilitator mesti memberi peluang kepada anak untuk didengar

r ol dak\'agaElaﬁAdMngi

u anak serta solusi yang di inginlJ;

(&tua/wali memberi rg serta bentuk altemm
kerja sosial prd Iberi data terkal'

nforMeikan hal terkait

ban beserta

di inginkan.

i korban dan

beri usujar? lu, faslitator

erkait solusi

ikan supaya
hukum.

a disetujui
ilan. Ketua

Lalu hakim

Untuk memberi sebuah keputusan, hakim perlu
mempertimbangkan penyelenggaraan diversi. Fasilitator tidak bisa

diminta pertanggungjawaban perdana atau pidana atas hasil
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kesepakatan yang diraih. Penetapan ini bisa mencakup penetapan
status barang bukti yang sudah disita secara melampirkan kesepakatan
diversi.

Dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang
Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap
Anak, Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana demi kepentingan

bagi rg L xﬁ Malah hal¥ja anak yang juga

kan untuk mengawasi pelaksanaan pu an_[Wlana dengan

di luar lembagz

pelayanan

diucapkan
aitu penjara
pembinaan
jiwa, jaksa

rumah sakit

erapi akibat
zat adiktif

kan anak di

ai y alm putusan.
Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan, perampasan
keuntungan hanya dapat dilakukan terhadap benda yang telah

dilakukan penyitaan. Perampasan keuntungan dilakukan melalui
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tuntutan oleh penuntut umum kepada hakim, terhadap barang bukti
yang sudah disita penyidik sebelumnya selaras dengan kebijakan yang
berlaku.

Hakim menjatuhkan putusan berupa tindakan demi kepentingan
terbaik bagi anak. Panitera pengadilan negeri menyerahkan petikan
putusan pengadilan kepada anak, penuntut umum serta pembimbing

5 yaraka'ngri Eglﬂn m pengac
.

a saat pelaksanaan putusan pengadilan,

pmpingi oleh
pegalimbing kemasyarakg Dalam melakukan pggidanflingan, maka
L
Plgaimbing kemas it mengikutse @ piikerja sosial.
dgha peringatd g Fincan ya 4 membatasi
ckebasan and ol berikan Fanak dengan
o : o angi  ti a. Putusan

wanaan yang NCHEER T cringatan diu akim dalam

—
eEatan hokum tetay ksafllan putusan dilgjgicar@oleh Jakasa

@ cara membaca Qan dari putusan}g lilan kepada

pembimbing

zangan. Dalam h: idana peringatam memperoleh

berita acara

Hakim bisa menjatuhkan pidana dengan syarat (khusus atau umum)
terkait penjara maksimal 2 tahun. Syarat umum yaitu anak tidak

melaksanakan perkara lagi selama menjalankan fase pidananya disertai
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syarat. Syarat khusus yaitu anak tidak melaksanakan atau
melaksanakan suatu hal yang ditentukan dalam putusan pengadilan
dengan selalu mengawasi kekebasan anak.

Jaksa akan mengawasi selama anak menjalani masa pidana dengan
syarat. Dimana anak perlu mengikuti wajib belajar 9 tahun. Pidana

seperti binaan diluar instansi termasuk penyelenggaraan pidana di

oleh putusan

yerkontribusi

jiwa, jaksa

rumah sakit

anak untuk menglicytilterapi akibat

usan dengan me}

gan kondisi

n oleh hasil
asesmen tim dokter. Pejabat pembina melaporkan hasil terapi kepada

pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.
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Dalam hal putusan pengadilan berupa pelayanan masyarakat, jaksa
menempatkan anak dalam lembaga pelayanan public, baik milik
pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil
penelitian kemasyarakatan.

Dalam hal putusan pengadilan berupa pidana pengawasan, jaksa
akan terus mengawasi perilaku anak. Pidana pengawasan bisa

an ke;' g El rﬂ ‘Ma maksii 2 tahun.

anak melakukan tindak pidana selama Mcawasan dan

1 pidana yang bu gdana penjara, pidan wasan tetap
anakan. Unt ' diberi sank ra, pidana
pengawasan djt 1 cembali § anak selesai
ghjalani  pt Iy aksana nbimbingan,
bing k& N, i b dengan sosial, serta
ckerja sama o ; esejahteraan in perangkat

de#® atau nama lainny3
1dana pelatihan : c cribrintah  baik
atau pusat, yaj ? j paga swasta.

dalam amar

j @f" -
gka a #nak dan telah

terakreditasi oleh instansi yang berwenang. Pidana pelatihana kerja

dikenakan minimal 3 bulan serta maksimal 1 tahun.

100



Pidana pelatihan kerja dilakukan untuk periode maksimal 3 jam
dalam 1 hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar anak sesuai
dengan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia,
dan minat, serta bakat anak. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan
dengan tidak mengganggu hak belajar anak. Ketentuan mengenai kerja
sama pelatihan kerja dengan swasta diatur dengan peraturan menteri.

a pelati'agaﬁawi Mkerja SO Pendampingan

akan dengan berkala atau sewaktu- u_SHlaras dengan

uan anak.

ana pembinad & Baga berupa w @ntuk pidana

| 'laksanaoi lam instansi
yallg " relevan o i . Pidaga 1pi flilaksanakan
& _
o] 3 b (TS L Lag fun selar; ban putusan
ilan. m

enyelenggaraan mbinaan dala baga yang

penpatasan kebd

dilgsanakan oleh pen ajillh lembaga swasiglsfllbaga swasta

erakreditasi ole W2 berwenang. A}i si dilakukan

1 anak serta

mperhatikan
£
A h mbinaan serta

pelatihan kerja belum memiliki sarana pendidika, menteri dapat

bekerja sama dengan: lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, atau

lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan anak.
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Pidana penjara anak akan dialokasikan di LPKA. Pembinaan ini
dilaksanakan hingga anak berumur 18 tahun. Saat anak sudah berumur
18 tahun, namun belum tuntas menjalani pidana, anak dimutasi ke
instansi  pemasyarakatan pemuda. Jika tidak ada instansi
pemasyarakatan pemuda, anak bisa dimutasi ke instansi
permasyarakatan dewasa sesuai usulan pembimbing kemasyarakatan.

hdahan igatnnwrm kete

pada lembaga pemasyarakatan dewasa.

an blok khusus

TSEQ

@da lembaga
KA sampai

lilaksanakan
ifvali dengan
pendidikan dam

asyarakatan

binaan, dan

Dgram pembinazm pendidikan

81 setiap penyelegggardin program.

kim menjatuhka 4a tambahan,
benda yang

I gofukan melalui
]
aki barang bukti

yang sudah disita penyidik sebelumnya selaras dengan kebijakan yang
ada. Perampasan dilaksanakan secara memperhatikan pihak ketiga

yang beritikad baik.
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Pemenuhan kewajiban adat dimaksudkan untuk pemulihan kembali
kepada keadaan semula atau setidaknya mendekati pada keadaan
semula. Dalam melakukan pemenuhan kewajiban adat harus
memperhatikan proporsionalitas: tingkat keseriusan tindak pidana,
tingkat kerugian yang ditimbulkan, dan kemampuan anak untuk
memenuhi. Pelaksanaan pidana tambahan dilakukan oleh jaksa dengan

’ erahkar' aSkEia A)hmetempa ntuk memenuhi
(Pe

an adat sesuai dengan putusan pengadi

qa tokoh adat setem angkam dalam ber& .
naan tindakar@ k tindakan
p yerahae seseorang,

LPKS rumah sakit

t umum terkem ing diancam

isan terhadap p an tindakan

izkan oleh jaksa. pelaksanaan tinggka@ selanjutnya

ifkepentingan

, anak wajib

Anak yang
dikembalikan kepada orangtua/wali wajib diberikan pendampingan
dan pembimbingan. Tindakan pengembalian anak kepada orang tua/

wali dilakukan oleh jaksa dan didampingi oleh pembimbing
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kemasyarakatan. Pendampingan dan pembimbingan dilaksanakan oleh
pekerja sosial maksimal 6 bulan terhitung sejak anak dikembalikan
kepada orang tua/ wali. Pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraa
sosial menyampaikan perkembangan hasil pendampingan dan
pembimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.
Tindakan penyerahan kepada seseorang. Tindakan penyerahan

epada 'esnidiutzﬁmm dari ke™jat terdekat anak.
net%

ng disyaratkan: orang yang cakap, suda

ng tua/wali
sarkan riset

en pekerja

#h ketentuan
fiserahkan kepm orang wajib
embimbingan. pingan dan

pekerja sosiglgdatliatau tenaga

de maksimal 6}@ sejak anak

........... o . dkan untuk
@ pengasuhan
]

nas erkembangan

pembimbingan  serta  pendampingan  kepada  pembimbing

kemasyarakatan dan jaksa.
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Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa akan diberi kepada anak
yang mengidap penyakit jiwa. Tindakan dimaksudkan untuk
melaksanakan rehabilitasi medis. Tindakan dilaksanakan sampai
dengan anak sembuh. Pimpinan rumah sakit jiwa menyampaikan
perkembangan  hasil perawatan anak kepada pembimbing

kemasyarakatan dan jaksa secara berkala atau sewaktu-waktu. Dalam

1perluk:'1 s lan w Mvva dap™
w sosial untuk melakukan pendampmga E _

K

peminta kepada

enakan kepad? @ k@limaksudkan

SeD@al Upayderd S bilitasi sosffl &I f&kukan dalam

ling/ sos?i

elalui tahapan: Qend

masalah; peb

be : diagn bimbin al, spiritual,

1
b
atan pery

wnnnya.
}entuk rehabilitasi

R ailitasi sosial d

bingan fisik

disesuaikan den

rencana

inasi; dan

perkembangan hasil rehabilitasi sosial anak kepada pembimbing
kemasyarakatan dan jaksa. Tindakan kewajiban mengikuti pelatihan

serta pendidikan formal bermaksud untuk bisa memenuhi hak anak
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dalam mendapatkan pendidikan dan program wajib belajar. Wajib
belajar diselenggarakan selaras dengan kebijakan disektor pendidikan.
Pendampingan serta pembimbingan dimaksud dilaksanakan paling
kama 1 (satu) tahun. Pimpinan lembaga pendidikan atau pejabat yang
ditunjuk menyampaikan perkembangan hasil belajar anak kepada

pembimbing kemasyarakatana dan jaksa.

vajib bteSseEggﬂn 1

arglt dengan™@bijakan disektor

berikan rasa
. Dalam hal
okum tetap,

lan disertai

bemud ara republic

- .
5 ! mudi  sejak
- f i

adllan. angka waktu

berakhir, anak berhak mengajukan lagi permohonan pembuatan surat

izin mengemudi.
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Tindakan perbaikan akibat tindak pidana oleh anak dimaksudkan
sebagai wujud pertanggungjawaban hokum anak kepada korban.
Tindakan dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan berupa
perbaikan kerusakan dan/atau pemulihan keadaan seperti semula.

. BAPAS

Petugas kemasyarakatan meliputi: pekerja sosial professional,

£ kesej'\tg tsial ﬂ ;ming kel

pingan, kemasyarakatan, pengawasan

at disektor

memegang
atau petugas

elaksanakan
m fada anak;

b. Membentuk data riset kemasyarakatan demi kepentingan

persidangan, penuntutan serta penyidikan baik diluar atau dalam

sidang, khususnya di LPKA serta LPAS;
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c. Menetapkan rencana pembinaan anak di LPKA serta perawatan
anak di LPAS dengan petugas lainnya;

d. Melaksanakan pengawasan, pembimbingan serta pendampingan
pada anak dengan didasarkan putusan pengadilan;

e. Melaksanakan pengawasan, pembimbingan serta pendampingan

pada anak yang mendapati cuti bersyarat, asimilasi, serta

pembe'aSerat.A M

akan secara
anak diberi
anak masih

erujuk pada

menuntaskan kasus anak”, menetapkan rangkaian pembinaan yang

27 The United Nations Secretariat, 1980, Juvenile Justice: Before and After the Onset of
Delinquency, halaman 29.

28 |bid, halaman 30.

2 |bid, halaman 35.
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sesuai.*® Kongres keenam mengusulkan untuk membuat standarisasi
minimum yang bisa dijadikan pedoman bagi negara anggota untuk
diterapkan.”

Kongres tersebut menghasilkan resolusi mengenai “Development of
Minimum Standard of Juvenile Justice, yang meletakkan prinsip-prinsip
dasar untuk penyelenggaraan peradilan anak dalam rangka melindungi hak

yang 'rlSaL wam Lalu |

jan serta pencegahan kriminalitas meng

mite PBB terkait

“Standard

dikenalkan

..... _ BN kejahatan

gan manusia

dewasa. Perbedaanya ada dikondisi sosial, mental serta fisik maka perlu

% |bid, halaman 37.

31 The United Nations Secretariat, 1980, Report of Sixth United Nations Congress on Crims
Prevention and Criminal Justices, halaman 8.

32 Muladi dan Barda Nawawi Aried, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, alumni,
halaman 100-109.
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mendapati keutamaan untuk memberi perlakuan serta perlindungan
khusus. System pemidanaan pada anak ada dalam UU No 11 Tahun 2012
terkait SPPA.

Sebuah dasar dari proses peradilan anak yaitu adanya penyelesaian
kasus anak diluar sistem peradilan. Lalu dari “pasal 15 dan pasal 21 ayat

(6) UU SPPA, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah

wraan pembalasa

a}ari “pasal 21 a M vang belum
p yang

rz12 tahun mela

ang @lfi tahun, lalu
£
#daFput ah konstitusi

Nomor 1/PUU-VII/2010 yang dalam pertimbangannya menyebutkan
bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak

konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan serta hak untuk
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tumbuh dan berkembang”. Pembatasan umur diberlakukan karna terdapat
pertimbangan dari beberapa sisi anak.

Batasan umur termasuk aspek krusial. Dari persepsi Roeslan Saleh
kutipan pandangan “Alf Ross bahwa bertanggungjawab atas sesuatu
perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai
pidana karena perbuatan itu”.”® Artinya pidana bisa diberi dengan resmi

huR™

alitas dikatakan sebagai dasar adanya tincip' a, sedangkan
Anak yang

karna belum

ptasan  usia
ak dibawah
a dikatakan

iaawah batas um ak dibawah
——

I‘Ek cakap untuk ek i i dakan yang

embentukan

Pembentukan

peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-

33 Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia,
Jakarta, halaman 33.

3 E, Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,
Alumni AHM-PTHM, Jakarta, halaman 266.

s Moeljatno, 1993, asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 156.
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undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,
pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Peraturan perundang-
undangan berupa kebijakan tertulis yang mencakup norma hukum dan
dirancang oleh pejabat dan instansi dari prosedur yang tercantum dalam
undang-undang.

1. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan

Phtuk m' g tbljen M‘dang 1
membentukan yang baik, mencakup: je iE

qua instansi pembepiliskeselarasan antar

perlu didasarkan

, bisa dilaksa aguna dan traf @ afl Materi ini

peril menggagb g hn, pengay ckeluargaan,

C -él gsaan, PO enusanirag kesetaraan

gukan ho}

Mu keserasian, ¥
aerarki serta Jenis

z 1945, ketentua
@n‘[i, kebijaka

--H;' serta @riiban hokum,

eseimbangam
perundangan—uw

pbermusyawarata

/pemerintah, b

) terdiri atas

, kebijakan

an  daerah

sal 7 ayat (1)

usyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, badan lembaga, atau
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komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Provinsi Rakyat
Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat”.
Peraturan undang-undang memiliki ikatan dengan didasarkan

sebuah kewenangan. Materi pidana hanya bisa dicantumkan dalam:

gman pidana sebagaimana “Perda p ifatau  perda
aten/kota berupan gnan pidana kuru 2{) ing lama 6

| g) bulan atau pi l
V

ing banyak Rp (000,00 (lima

pulul juta rupjg

Praturan
n denda

unan daftar a proglenas

5 ystem perencarm

a, rencana peiglRape

J|eis DPR, kerjab
membentuk

[imj okum dasar
m@® yang berupa

sumber hokum. Asas kejelasan tujuan dimaknai jika setiap kebijakan

ki bisa 3
akan yi

rintah serta

perlu mencakup target yang jelas. Asas ketetapan instansi pembuat
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yaitu jika setiap kebijakan perlu dirancang dengan pejabat yang
berwenang.

Asas keselarasan antar materi, jenis, serta hierarki menegaskan jika
dibuatnya sebuah undang-undang perlu mengamati materi yang sesuai
baik dari segi yuridis, sosiologis serta filosofis. Asas kehasilgunaan
serta kedayagunaan dimaknai jika setiap undang-undang dirancang

d1per1u' s lt mkm] berneg¥
s kejelasan rumusan dianggap jika set1 an undang-
undame perlu relevan deg iteria teknis seperijigenfllihan istilah,

hatika, dan bah4 y i perlu mudah

asas keterp . I jika me atu undang-

"é’l: perlu " - bengesalan sclla penentuan
v fatnya ML T 2 g \sas pengfmmnfin dikatakan

iwtiap materi ur® ageoerlu bisa meligdhgcikepentingan

W arakat.
—

Zsas kemanusiaa Alljika setiap matggiJahm undang-

@ perlu bisa g I} serta melind» AM. Asas

ndang perlu

4 £Mam undang-

undang perlu mencirikan adanya bentuk musyawarah untuk menggapai

suatu kesepakatan. Asas kenusantaraan dimaknai jika setiap Materi
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undang-undang perlu mengutamakan kepentingan bersama sesuai
dengan landasan Pancasila dan UUD RI 1945.

Asas bhinneka tunggal ika dimaknai jika materi dalam undang-
undang perlu memerhatikan keberagaman golongan, ras, suku serta
agama tanpa adanya diskriminasi.

Asas keadilan adalah “bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

dang-u'ig Earln cerglii gadilan  secara

b ional bagi setiap warga negara, Asas A kedudukan

da hukum dan pemey an adalah bahwa sejg iteri Muatan

PRgatiran Perundangy D bk boleh mem@l rang bersifat
neigbedakan Ret é b antara 1210 a, suku, ras,
golongan, gel S il s keterty @n kepastian

adalah 1T atan Pe Perundang-

wgan harus dap , an  ketertiban fidB1 masyarakat

Malui jaminan kepast . w
—

Zsas keserasian, kg prta kesetaraan dygakili jika setiap

dalam undang : e mengilustrasik»e taraan antar

. - -
I t gung dalam
- f t

Kedudukan produk hokum peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

dalam system peradilan pidana anak memainkan peran penting dalam

menentukan bagaimana perkara anak yang berkonflik dengan hokum

100



ditangani. Beberapa aspek terkait kedudukan PERMA dalam sistem
peradilan pidana anak. Dalam “PERMA nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,
yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan
keadilan restorative, yang berlaku untuk perkara anak”.

Lalu dalam “PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman

anaan ')s ElmA Mdllan P2 Anak, yang

Pigur secara khusus mengatur tentang pela niliversi dalam
Z

sisig peradilan pidana g erta kedudukan P alam sistem

L |
Mlgadilan Pidana Al baturan Pelaksd @ Diversi pada

l\ A Nomgr F Pecdoman S
V&\ Sistem e adi acu%
illesanakan 8
mgembangan ; . Bratif: “PERM.m or 1 Tahun

? tentang Pedo dili Perkara Berdasarkan
—

] ZHan Restoratif moj edoman bagi hakjg ik mengadili

@ pidana ana pendekatan ke} restoratif”.

h, PERMA

an ditangani
]
almer -

Implementasi PERMA dalam SPPA. Penerapan Diversi Hakim dan

aan Diversi

akim dalam

penegak hukum lainnya harus mempertimbangkan diversi sebagai

alternatif penanganan kasus anak. Penggunaan Pendekatan Keadilan
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Restoratif: Hakim dapat menerapkanya untuk mengadili perkara
pidana anak dalam mencapai perdamaian dan pemulihan. Pengawasan
dan Pembinaan: PERMA juga mengatur tentang pengawasan dan
pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hokum.

. Kedudukan Produk Hukum Peraturan Jaksa Agung dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak

ntut@mum (JPU)
erkonflik dengan huz rikut adalah

penanganan
pvan, seperti
bermasalah

Anak: Perja
r s anak yang

]

lala =@nyidikan dan

Penerapan Keadilan Restoratif: Perja tentang keadilan restoratif

penuntutan.

memberikan landasan bagi JPU untuk mempertimbangkan penanganan

100



kasus anak dari diversi serta restoratif lainnya. Pengawasan dan
Pengawasan Internal: Perja juga dapat mengatur tentang pengawasan
dan pembinaan internal di Kejaksaan untuk memastikan jika
penanganan kasus anak dilaksanakan selaras dengan hukum dan
prinsip keadilan.

Penanganan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum: JPU

mengrs zLarA Mtum N

g asi kasus anak secara tepat dan se dcan hukum.

Perja untuk

Peng
d

gunaan Pendekatagill estoratif: JPU

gani perkara a@
a dengan l@

at mendo s saan d 'mbaga lain,
1 Peng 3 cog rlindunz nak, untuk

stikan penanga m

D atan restoratif

aian dg Lain: Perja

yang efekti suai dengan
tuhan anak.
dukan Produk Peraturan Kepolisian

cpplik Indonesia d Peradilan Pida ak

ainkan peran
1 kasus anak
ad aspek terkait
kedudukan Perkap dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam “Peraturan Kepala Kepolisian yang Relevan- Perkap

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
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Keadilan Restoratif, Perkap ini mengatur tentang pedoman penanganan
tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, termasuk untuk perkara
anak dan perkap lainnya yang terkait dengan penanganan perkara anak
terdapat peraturan lain yang mungkin relevan, seperti peraturan tentang
pedoman penanganan anak yang berkonflik dengan hukum”.
Kedudukan Perkap dalam SPPA- Pengaturan Penanganan Perkara

“ISTAM

' Wnak yang bermasalah dengan hukum, te#fhasykflalam proses

1k menuntaskan

polisi

systema yang dimaknai keseluruhan yang meliputi berbagai bagian.
Scorderbek® menyatakan bahwa system adalah seperangkat tujuan

yang bersama-sama dengan interralasi diantara tujuan dan diantara

s Erna Tri Rusmala, Dasar-Dasar lImu Hukum, Yogyakarta, Laboratorium Hukum Universitas
Widya Mataram, 2008, halaman 94.
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atribut-atributnya di hubungkan satu sama lainnya, serta dihubungkan
dengan lingkungan sedemikian rupa sehingga membentuk keseluruhan.
Menurut Prof. Pamuji’’ yang dimaksud dengan sebuah system
adalah: pertama, sebuah hal yang kompleks untuk membuat sebuah hal
secara utuh. Lalu didalam sistem akan memiliki fungsinya
masingmasing yang saling terkait sesuai norma, tata atau pola

|SLAM p dalam

Fog apai sebuah target.

pari persepsi Reming ‘ gdan Ohlin®*® menjaba, hwa system
ARalel suatu jaringal ’ r-prosedur yang bgfhllbungan satu
Sy lainnyg fu . pola yulat  untuk
gngoerakka TV i hri suat atau urusan.
na penge i plikasi buah tahap

si dalam men®

Elri ersepsi Sri . system berupa jciMBulan bagian
persep Y p g

az berkolaborasi da engiihpai sebuah tujuggedifl ada bagian

alMmnaka tugas tidalg gapai secara maba
em adalah

@ ang bekerja
|
m - urut Musaraf

system adalah: pertama, sebuah sarana untuk berkolaborasi secara

37 Dikutip dari Bewa Ragawino, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik
Indonesia, Bandung: Fakultas [Imu Sosial dan llmu Politik Universitas Padjajaran, 2005, halaman
1.

38 Lihat dalam Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, halaman 35-36.

3 Sri Soemantri, Prosedur dan system perubahan konstitusi, Bandung: Alumni, 2006, halaman 14.
% Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, halaman 203.
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teratur. Kedua, suatu tatanan dari hal hal yang saling berkaitan. Suatu
system adalah seperangkat kompone, elemen, unsur atau sub system
dengan segala atributnya yang satu sama lain berkaitan, pengaruh
mempengaruhi dan saling tergantung, sehingga keseluruhannya

merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi serta mempunyai peranan

atau tujuan tertentu.

< raturan'pgaﬂmcﬁmMasamya erupakan proses
F

nggaraan negara atau pemerintah dalam r apainya tata

tertyde dalam bernegara. Pg an perundang-undangfu nirupakan alat

arana untuk ita-cita dan t egara yaitu

cselahteraan gni : e), Dalam dkan target

sella _cita-citd . lidasark: @ :*' pertama.
1 . amasi ‘ g 945 yani pakan dasar
w terbentukny? ; SEETUAn Republikm sia (NKRI),
}a, filsafat bangsa ‘ ra yaitu Pancasm | merupakan

—
aﬁan idiil dan sut egala sumber hoigum ldan terakhir

UTIdMe-Undang Dasgi#19 e merupakan lab

bagi setiap

dalam proses
]
mis us lex specialis

derogate legi generali, asas lex superior derogate legi inferiori, yang

pada intinya aturan yang khusus maupun berkedudukan lebih tinggi

4 Bewa Ragawinto, system peraturan perundang-undangan negara republic Indonesia, bandung:
Fakultas ilmun social dan ilmu politik Universitas Padjajaran, 2005, halaman, 3.

100



lebih diutamakan dari pada aturan yang umum dan berkedudukan lebih
rendah. Dalam hal-hal tertentu asas lex posterior derogate legi priori
yang berarti aturan yang baru lebih dimenangkan dari pada aturan yang
lama.*

Mengenai ajaran tentang tata aturan peraturan perundang-undangan

tersebut mengandung beberapa prinsip:
crtama, ' galtn RHMg yarie lebih  tinggi
s

Wkannya bisa dijadikan dasar hokum bagi ijaMn yang lebih
atau berada dibaw 0. i

ndah harus

kebijakan
, 1st ST ol & yang lebih
w dilarang ber: Ty : hjjclindang yang

- .
n ila mengatur
mfé&d g ¥ ter diberlakukan

walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang

lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih

%2 Erna Tri Rusmala, Dasar-dasar ilmu hukum, Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas
Widya Mataram, 2008.
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khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang
lebih umum.

Konsekuensinya, maka harus diadakannya mekanisme yang
menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangkan atau
dilanggar. Mekanismenya yaitu ada system pengujian secara yudisial

atas setiap kebijakan undang-undang, kebijakan, maupun tindakan

pembentuk
kuasaan ini
e menjalankan

nd kepada suatu

organ pemerintahan.

4 Konijenbelt, 1988, halaman 36-37.
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b. Wewenang pemerintahan yang diberikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan (wettelijke regeling) dialihkan kepada
suatu organ pemerintahan. Wewenang ini disebut delegasi yaitu
pelimpahan kewenangan (overdracht), oleh suatu organ
pemerintahan kepada organ pemerintah yang lain.

c. Suatu kewenangan organ yang dalam pelaksanaannya diberikan

kepad' g lin, rnn Mijalanka Afas nama organ
o

”yang memberi perintah. Wewenang ini pandate yaitu

itian Badan
gen) terdiri
bepalingen).

‘ (
TIE [T Cn 2an sendirinm hiliki makna
ozive, ketentuan y kan bahwa sesuma s (atau tidak

—
aZdilakukan, atau 4l tidak boleh) dilgigukal Sedangkan

itive karena

“ Noor M Aziz dkk, laporan akhir pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-

Undangan di luar hierarki berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan system

hukum nasional, BPHN, Kementerian HUKUM dan HAM RI, 2010, halaman 46.

100



Perbedaan antar kedua jenis diatas dapat dijelaskan dengan kaidah

logika bahwa suatu peraturan dibentuk dengan tiga macam unsur:*

a. Subjek, yaitu orang pribadi (personen) maupun instansi yang
boleh (atau tidak boleh) atau harus (atau tidak harus)

melakukan sesuatu. Subjek dalam norma disebut alamat/

>. KaraklfS“Lw'AMg m |
”norma yang mengharuskan, me

mengharuskan,

F karakter

—
m Berb
E bagi k

gotomi a

emglingen) membawa

iatmdalam jenis dan

e 1 bentuk kete sebenarnya a

beraturan sehi

bahwa dalam KBBI istilah Pseudowetgeving (legislasi semu) berarti

tata aturan oleh organ pemerintahan yang terkait tanpa memiliki dasar

* Noor M azis dkk, ibid.
7 Bivitri Susanti, Menyoal jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal
Jentera Volime 1 Nomor 2 Tahun 2017.
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ketetapan undang-undang yang secara tegas memberi kuasa kepada
organ tersebut. Definisi ini menunjukkan unsur-unsur legislasi semu

sebagai berikut:*

- Merupakan tata aturan (regelstelleing): tampak dari luar seolah-

olah dia adalah tata aturan biasa seperti halnya dengan kebijakan

an pemerintahan_(bad#h tata usaha

entuk atau

s cnerbitkannya.

mu (aturan ke

a)kum tata

@egheid) untuk

menyusun aturan kebijakan (beleidsregels) dalam rangka

menjalankan tugas umum pemerintahan.

4 Salim, halaman 9.
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Dikaitkan dengan freis ermessen yang diukas diatas, wewenang
untuk mengeluarkan legislasi semu tidak digunakan seenaknya.
Dikatakan oleh salim* substansi legislasi semu dilarang bersimpangan
dengan kebijakan undang-undang, legislasi semu dibentuk dalam
keadaan mendesak, karena pemerintah memerlukan suatu peraturan

untuk menjalanka tugas umum pemerintahan, dan legislasi semu dapat

nggun*sarﬁanﬁaMal. /

WSyarakat menjumpai legislasi semu atau pe

q

dig

lansgung atau ngsung, tertulis_mayllun tersirat.

a pa

4 Salim, halaman......
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BAB III
PEMBAHASAN
A. Penerapan Diversi oleh penegak hukum yaitu penyidik, jaksa dan
hakim dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. eri Rekomendasi Diversi oleh BAPAS

pengadilan serta keg peran Balai

pelaksanaan

Tahun 2012
asyarakatan

alisana teknis

bengawasan, danm i ”.

in serta tugas Bgpas. Wlijalani oleh

Pembimbing cdhasyarakatan
| riset terkait
- j anak diluar
f=dCngan diversi,
Pembimbing  ini  menyelenggarakan = pembimbingan  serta

pendampingan untuk memberi perlindungan kepada Anak.
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Persoalan yang ada dalam diversi yaitu tidak seluruh kasus pidana
bisa ditempuh dengan metode diversi. Dari ketetapan “Pasal 7 ayat (2)
sebagaimana tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak
yang dapat diselesaiakan dengan cara diversi hanya tindak pidana

yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak

pidana pengulangan”.

, eskipuf')Sarlan dﬂ rman semuM@nsur, akan tetapi
o

emua diversi berhasil diselesaikan sesuai penyelesaian
khususnya
a diversi ini
apkan oleh
darat diversi,
yang susah
penetapan
i dari 3 hari
stian hukum ter{gdapnak pelaku,

karena adanyz»a ketiga yang

) Sampe -anak yang

% | mendapatkan
- f t
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Tabel 3. 1 Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi Anak
yang berhadapan dengan hokum (Bagus Daniel Aryanto alias Bagong Bin

Joko Triyono)

Perbuatan yang Analisis Yuridis Kesimpulan dan

dilanggar Rekomendasi

Pasal 435 1. Proses hukum secara | 1. Pola asuh orangtua anak
Subsidair Pasal formal hingga sampai yang permisif membuat

Tentang

Psikotropifiia

)

klien yang masih tergolong

anak-anak, bel

maupun sebagai anak
pidana

2. Penahanan ataupun

segala
lingga anak

a ia aman

hutang Tema

2. Klierbl
dan berjanji

i mengulangi
]
tannya yang

melanggar hokum, serta

mengakui

berharap permasalahan

ini dapat diselesaikan

pemenjaraan terhadap

anak sebagai seorang anak,

secara kekeluargaan dan

musyawarah.
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3.

terdapat kecenderungan
berakibat lebih buruh bagi
anak.

Penyelesaian perkara
anak secara kekeluargaan
melalui musyawarah

TSTAM

menghapus atau

menghilangkag

berbaga™

kebijakan

3. Kesanggupan orang tua/

wali serta masyarakat dan
aparatur pemerintah
setempat untuk
meningkatkan
pembinaan,

dan

terhadap

kondusif ,

mendukung

hasil

kan

sidang Tim Pengamat

Pemasyarakatan ~ (TPP)
pada Balai
Pemasyarakatn  Klaten,
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pada hari selasa 18 Maret
2025, kami
merekomendasikan

Agar penanganan perkara
Klien diutamakan dan

diupayakan untuk secara

Nomor 11
Tentang

Milan Pidana

Pelayanan
lilaksanakan
Hidayah di
ulu RT 003,
a Kenaiban,

Juwiring,

laten.
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2. Diversi oleh Jaksa

Tabel 3. 2 Laporan Jaksa Penuntut Umum segera setelah Putusan PN

Dakwaan

yang dapat

dibuktikan

Tuntutan
Penuntut

Umum

uang
subsid

Pelayz

3. Biaya

perkara

2.500

Putusan

Hakim PN

Klaten

Mdair
pelayanan

kerja

Rekomendasi atau

tidak rekomendasi

Diversi

enyidik Polres

melakukan
penelitian dan

pengkajian.
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Implementasi diversi yang dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum
pada anak yang bermasalah dengan hukum. kekuasaan penuntut
umum ini mesti menyelenggarakan diversi. Apabila tidak mendapati
kesepakatan, maka anak tetap melaksanakan pidananya dengan

melanjuti perkara tersebut. Implementasi diversi dilaksanakan JPU

emp'oga perdargaia
Jaras dalanT Tiset yang m ajl teori resigiftiWl justice yang

i- ini untuk melindul%a setiap anak
A‘w UM SPPA yang

S
memprioritaskan perdama

A kemudian

Zibuat laporan : f@surat untuk
jeminta perti iri - petugas

asyarakatan

oleh Bapas
kepada Penyidik didalam waktu 3x24 jam setelah permintaan

penyidikan diterima”.
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c. “Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling
lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan
paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi”.

d. “Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi
maka polisi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial
memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan

; elibatl'nsmi terkﬂiMeses

”aksanakan paling lama 30 hari setelah di

gwarah tersebut

v
C. g Apabila diversi gsil  dimana parai.
esepakatan, ha  tersebut dltua@;

mencapai

alam bentuk

an oleh atas

eriksaan ke

apkan 0 b anak yang

AR

Sesudah memperoleh dokumen kasus sesuai “Pasal 42 ayat (1),

Undang-undang sistem Peradilan Anak maka Penuntut Umum segera
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meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.50
Implementasi diversi yang diselenggarakan Jaksa Penuntut umum
untuk menuntaskan kasus ini memerlukan metode sosiologi yang
didasarkan pengumpulan media bukti, maka anak yang bermasalah
dengan hukum, kasusnya tidak dilanjuti ke sistem pengadilan serta
aois anak.

pada ABH

gn kebijakan
am “Pasal 8
pada pidana
oleh anak
Mal 7 ayat (1)
atakan Pada
ra Anak di

MMaan Diversi
kesetaraan

. J ’ jabkan aspek
]
ng u dari sistem

peradilan formal dan memberi peluang untuk menjalani hukuman

alternatif tanpa pidana penjara.

0 Arie Chandra dkk, 2020, “Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, dalam Journalof Lex Generalis(JLG), Vol.1 No.1, him. 91
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Pelaksanaan Diversi dengan implementasi restorative justice guna
tetap mengutamakan perlindungan terhadap anak berkonflik hukum
(ABH), agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial setelah
menjalani proses hukum dari tindak pidana yang dilakukan.

Implementasi diversi yang diselenggarakan jaksa penuntut

Kejaksaan Negeri Palembang pada ABH akan menerapkan bentuk
A% dilan 'i(Satk mrm}engan bijakan undang-
o

g yang meliputi pendampingan (baik dida#fp Bapas, Polisi,
. serta keluarga) li inak selama

idana anak
enggunakan
Nomor 11

tingkat

prioritaskan
etaraan dan
sehingga
penyelenggaraanya bisa melindungi anak yang bermasalah dengan

hukum.
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Penyelenggaraan diversi yang merujuk pada restorative justice
akan selalu memprioritaskan perlindungan pada anak yang bermasalah
dengan hukum, supaya anak bisa bersosialisasi kembali secara normal
di lingkungan sekitar.

Mengembalikan anak supaya bisa berinteraksi kedalam lingkup
sosial akan selalu memerhatikan gejala hukum dan subjeknya supaya

pulih k'ﬂssetgai AbiMs p

k. Walaupun diadakan diversi untuk melin

erbus
W

2

learakan supaya ana

n kriminal yang

K, penegakan
bermasalah

L

2 hada selasa
—
zruari 2022

anak telah

kepada
an meminta
ran hokum

yang telah dilakukan oleh

Pembimbing anaknya dapat
Kemasyarakatan, diselesaikan dengan
Pekerja Sosial musyawarah secara
Profesional, kekeluargaan
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Penasihat Hukum,

Fasilitator (jaksa)

10.  Pihak keluarga anak
menyatakan masing
sanggup untuk mengasuh,
membimbing/ mendidik

serta mengawasi anaknya

agar tidak mengulangi

secara p

dkEpentingan
]
ak, anak

dikembalikan kepada

orangtua anak dan
dilakukan bimbingan dari

Bapas selama 6 (enam)
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bulan.

3. Diversi oleh Hakim
Sesuai yang sudah diuraikan penulis di bab pendahuluan jika latar
belakang terbitnya PERMA DIVERSI yaitu berasal dari kekosongan

hukum terkait penyelenggaraan tata cara, koordinasi, serta proses

hal' g ﬁ ﬁaMm pe BRangan PERMA

iR S| yang menguraikan

penyidikan,

Jilan dengan

wmengutamak

}Jika berlandask| i [ahun 2012
—

Z tentang Sistem i cigatur secara

b maka perlu

b an; Im ik Indonesia
paaet) ¥ erst m Peradilan
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Pidana Anak PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa
diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di
pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan
restoratif dan hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

sehing'a gkﬁh Anml lemba®tertinggi dalam

”ingkup peradilan pidana menetapkan PE MAcai pedoman

pelaksanaan diversj

Cngadilan untulm gani perkara

nya hakim yan di fasilitator
pihak yang
pembimbing
masyarakat
froses diversi

musyawarah

dapat dilakukan dengan beberapa tahapan”. Tahapan tersebut terdapat

dalam “Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
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Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut Musyawarah diversi
dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak
yanghadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi
serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihakyang
hadir”.

Fasilitator Diversi menguraikan rangkuman dakwaan serta

g 1mbing' lgsirakat mdieberghdata tCTt kondisi serta
j sosial anak dan memberi usulaﬂt mendapati
g memberi peluangz' Anak untuk

O

M hal terkait

ban beserta
nangananya.

social Anak

Za dirasa perlu, Hik 1 il pd innya untuk
r@eri data pendu i perjumpaan

BN P ncantumkan

. =
]
upa epfikatan  tidak

bersimpangan dengan agama, norma serta hukum yang berlaku.
Proses diversi bisa meraih kesepakatan jika seluruh pihak ingin

berdamai dengan sebagian ketetapan, sehingga hasilnya mencakup:
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Perdamaian tanpa atau dengan ganti kerugian, menyerahkan anak
kepada orang tua; partisipasi dalam pelatihan, pembinaan serta
pendidikan yang dilaksanakan LPAS.

Hakim bertugas merancang penetapan penghentian pemeriksaan

kasus. Tetapi jika diversi gagal tanpa ada kesepakatan, maka kasusnya

dilanjuti ketahapan berikutnya.

4] terse'utg t n Mjndang-

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidan EE, aitu, Proses

dang Nomor 11

i i'.
p<

ilan pidana anak giMutkan dalam hal P, iversi tidak

hhasilkan kes lu  kesepakat tidak
anakan gla¥ Ih diversi )@ h disepakati

b&isama sebd ‘kv« - cktifny anaan upaya
i dalam

wrikut gambara sesuai Perma iU SPPA:

>

Diversi

Hasil

eputusan,

3. Wakil masyarakat KEPUTUSAN, serta

tempat.

Dua Kategori kasus | Unsur Pendukung
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Berdasarkan table diatas bisa diuraikan seperti berikut:
a. Pra syarat berdasarkan karakteristik Diversi:
1) Pernyataan atau pengakuan bersalah dari pelaku;
2) Kesepakatan dari korban untuk menuntaskan perkara

diluar system peradilan pidana anak yang berlaku;

o
=
)
>
=
)
=~

erta perkara

S
=
=3
)
]
<)

S 3IN

gan banyak

1dak memicu cagat.pdmanen, luka
jakan korban jiw®

k tergolong keja hng merujuk

Y7 |

itan dengan

peradilan pidana;

2) Kasus kenakalan anak yang belum berkaitan dengan

peradilan pidana.
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d. Metode penyelesaian musyawarah pemulihan:
1) Selaras dengan kebiasaan bermusyawarah yang
berkembang dimasyarakat;
2) Bisa mengakomodasikan kontribusi pihak lain untuk

proses penanganan;

3) Target yang akan digapai dari sistem musyawarah yaitu

2) Keluarga

terbilang anak; —-—

belaku untuk hal}i

3) Melibatk

UNIVERSITAS

ya peristiwa

2) Supaya kepentingan yang sifatnya publik tetap bisa

terwakilkan untuk mengambil putusan
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3) Sebagian tokoh masyarakat setempat (mempunyai
legitimasi sebagai wakil masyarakat);

4) Tidak mempunyai kepentingan diperkara yang dihadapi
(bisa bertindak impartial);

5) Mencermati  kesetaraan gender supaya  aspirasi

perempuan selalu terwakili untuk mengambil putusan

Musyawarah pemulihan:

unwsssnms

\

¥

1) Bisa diselenggarakan setiap pihak tanpa dibantu lembaga

penegak hukum
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Didalam proses peradilan pidana; Putusan sifatnya tidak punitif,
namun digambarkan sebagai alternatif secara membandingkan
kepentingan terbaik untuk seluruh pihak, sebagian halnya seperti ganti
rugi; Putusan didasarkan adanya kesepakatan setiap pihak terlibat.

Pengawasan dilaksanakan oleh masyarakat atau dibantu LSM
sebagai inisiator. Secara menerapkan konsep ini, diharapkan

ang bermasalah

y anak yang

11 Tahun

dang-Undang m

0>tentang Sistem [er: Pidana Anak Al Peraturan

—
@\mah Agung ahun 2014 Tgptol® Pedoman

eB:naan Diversi 2 istih Peradilan Pidz»\ nk

keluarganya

PPA. Sesuai

]

m inistration of
Juvenile Justice (The Beijing Rules), diversi adalah pemberian
kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan

diskresi dalam menangani atau menyelesaikan masalah anak pelaku
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tindak pidana dengan tidak menempuh jalur formal, antara lain
menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan dari proses peradilan
pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kembali ke masyarakat dan
bentuk-bentuk kegiatan pelayanan social”.

Penerapan diversi bisa diselenggarakan disetiap tingkat

pemeriksaan, ini bermaksud untuk meminimalisir efek buruk dari

dana untuk
serta belajar

beri  pilihan

penanganan

pidana anak pik rsi tersebut

@m di dalam “Uje - D12 Tentang

perdamaian

iluar proses

p emerdekaan,
mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa

tanggung jawab kepada anak”.

st Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
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UU SPPA umumnya bermaksud melindungi hak anak yang
bermasalah dengan hukum. Perlindungan ini termasuk wujud penerapan
Restorative Justice yang dilaksanakan dari upaya Diversi bagi ABH.»
Diversi yang dilaksanakan dari UU SPPA diharapkan bisa membuat

anak bertanggungjawab atas segala perilakunya, dan memberi pilihan

baginya untuk menjaga supaya bersih dari cacat kejahatan.”

rdapatrlagetli Uw bj g anak untuk
o

ungjawab atas tindakanya. Defenisi d

entang Sistem Perzwz ghak di dalam

dalam UU

rapkan atas

eﬁ)an pendekatan : i i | maka anak

@ams menemp anak bisa

enting yaitu

2 Febrina Annisa, Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana
Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, ADIL: Jurnal Hukum, 7.2 (2017), 202-11
https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.355

3 Ririn Kurniasi, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak
Pidana Melalui Diversi”, UNES Law Review, 6.4 (2024) https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.
S.L.R S.L.R. Vol. 7 No. 2: 115 133 | DOI: 10.20884/1.s1r.2025.7.2.16115
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https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.%20S.L.R
https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.%20S.L.R

anak mempunyai peluang untuk berinteraksi atau berkembang di
lingkungan yang relevan dengan karakter anak.*

Model pendekatan restoratif perlu diselenggarakan dengan berkala
serta terstruktur, fasenya diawali dari penyidikan, penuntutan dan
persidangan. Hal tersebut menjadi penting karna putusan restoratif tidak
bisa dijalankan apabila salah satu instrumentnya tidak menerapkan

Katan k'acsritoraﬂammtan Mratif, anak bisa
£,

w dari penerapan hukum pidana yang a dikatakan
cbagei tindakan mengkri {sasi ) i atan tersebut
ﬂirancang di at setiap pihak

yang bisa

bunyai masa

enjalankan
dengan hati
MM kesepakatan
atau tidak
an termasuk

ka disinilah

s¢ Israr Hirdayadi and Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik
Hukum, 6.2 (2018) <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>

S and others
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peran aparat perlu bisa mengoptimalkan proses diversi dengan upaya
restorative justice.*

Penyelenggaraan diversi dalam SPPA tercantum dalam “Pasal 8
ayat (1) UU SPPA, adalah adanya persetujuan antara pelaku (anak dan
orang tua atau walinya), korban dan/atau orang tua/Walinya,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional

arkan fstal Keﬂl mtif, arti™ie dalam hal ini

ilajgekan dengan cara 4 i ( 1 diskusi

renai diversi

lam diversi

hkatan. Tata

1versi sesuai

Tahun 2012

6 Aryani Witasari and Muhammad Sholikul Arif, “Implementasi Diversi Guna Mewujudkan
Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. Jurnal Hukum, 35.2 (2019), 165
<https://doi.org/10.26532/jh.v35i2.11052>

s Haris Dwi Saputra and Muhammad Miswarik, “Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana  Anak  Yang  Berhadapan Dengan  Hukum”, INICIO LEGIS, 2.1 (2021)
<https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>.
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tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan setelah diversi ditetapkan
dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Ketua Pengadilan
akan menerbitkan penetapan tersebut dalam waktu paling lama 3 hari
setelah kesepakatan diversi disetujui oleh semua pihak dan akan
disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut

Umum, dan Hakim yang menangani perkara anak tersebut sebagaimana

ud dal:lngl tayﬂ MOr 11 n 2012 tentang
Wcradilan Pidana Anak”. Berikutnya, semdl {41 sub sistem
an pidana akan megdilgkan penghentian di\zk a dianggap
beberakhir atau f serta mengh pemeriksaan
% esia Nomor
alam Sistem

dibuka oleh

n Pidana An3 musyawarah

}tor Diversi  dg gicnalan para pm bang hadir,
—

Zmpaﬂ(an maksudjih a tata tertib

arah untuk disg » i @n Fasilitator
uk didengar

J@j enyampaikan
ptanfana penyelesaian
yang diharapkan, c¢) Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk

memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan”.

Selain itu, Fasilitator diversi juga memberikan kesempatan kepada
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Pekerja Sosial Profesional tentang keadaan sosial Anak Korban serta
memberi usulan untuk penuntasan. Jika dirasa perlu, fasilitator bisa
memanggil pihak lain untuk bisa melaksanakan perjumpaan terpisah
serta menangani perkara tersebut.

Selain itu terkait syarat-syarat Diversi sendiri tertuang didalam

Pasal 7 Ayat 2 UU No 11 Tahun 2012 SPPA yang berbunyi :

(1) dilaMg@nakan dalam hal
g dana pcy/ M di bawah 7
P

mtahun dan bukan merupakan pengulangan aE .

aka Aparat
mperhatikan
Jlang Nomor
Anak yang

m bak hukum

nya di Bidang Px an [llengeluarkan Peraturanffaksa Agung

2 PER-006/A/JA i jaan Diversi
L
al i ti ! komitmen

dialan sesuai

alam tahap

h Indonesia

yang akan menangani perkara Anak”.

8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/04/2015 terkait
Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tahap Penuntutan tersebut
dijelaskan dalam Bab II terkait Kewajiban Diversi yang berbunyi :

“Kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan Diversi meliputi
Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi pada tingkat
Penuntutan, Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan
dalam tindak pldana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7
(tujuh) toled i giaay tindak pidana”.”

pmor PER-

Wm “Pasal 2 Peraturan Jaksa Agﬁ
O&JA/OMZOIS terkait man Pelaksanaan %r
e'u utan tersebut

pada tahap

)iversi Pada
merupakan

pses Diversi

ahun 2014

hlam Pasal 3

ak didakwa
penjara di
pidana yang
alam bentuk
n kombinasi

Dalam “Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

9 Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/04/2015
% Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
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tersebut berbeda pengaturanya dengan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
walaupun dalam Hirearki Peraturan, Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) berada di bawah Undang-Undang (UU) dalam hierarki
perundang-undangan. PERMA bertugas untuk menjalankan UU, bukan

untuk menggantinya atau memberikan pengaturan yang bertentangan”.

TISLARAT

Wdalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SP ter?
akim dan para pihajgillam proses peradllani

nan Pelaksanaan

but mengikat

beda halnya
2015 terkait
dikeluarkan
ang-Undang
k.

kipun tidak g, 3 perbedaan

turan antara UU 0. 4 Tahun

isa menyebabka litan dalam

teruta g Y etasi antara

f@j .
ertntukan suatu

perkara anak dapat dilakukan proses Diversi atau tidak, baik itu

entasi,

ditingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan. Seperti contoh halnya

jika Anak Pelaku disangkakan atau didakwakan dengan dakwaan
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subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)
dimana disalah satu pasal yang disangkakan atau disangkakan tersebut
ancaman hukumanya diatas 7 (tujuh) Tahun dan ada yang dibawah 7
Tahun, maka hal tersebut menjadi kendala bagi Aparat Penegak Hukum
dalam implementasi UU No 11 Tahun 2012 SPPA terutama kejaksaan
serta Kepolisian dalam proses Penyidikan dan Penuntutan.

nginga' dngJ hl mZOU

tidak mengakomodir dalam hal terjadi ka£s

A didalam syarat

t1 diatas. Hal

idak pidana

da Pedoman

nah Agung,

an  dibawah
Peradilan
mor PER-
pada tahap
um dalam
t ng mana jika
dikaitkan dengan kasus seperti diatas PERJA tersebut juga tidak bisa

mengakomodir dikarenakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan
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diatasnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak”.

Berbeda dengan Mahkamah Agung terdapat Perma No. 4 Tahun
2014, didalam pedoman tersebut mengakomodir kasus diatas walaupun
berbeda pengaturanya dengan Pasal 7 Ayat 2 UU No 11 Tahun 2012

SPPA, hal ini mengingat UU No 11 Tahun 2012 SPPA Hirearki nya

PPA, Namun

disisi lain Terdapat juga pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang
mendapati kasus seperti diatas tetap melakukan Diversi baik ditingkat

Penyidikan maupun Penuntutan.
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Contohnya  dalam  Perkara  “Anak  PDM-01/BYL/Anak-
Eku2/02/2022 yang mana Anak Pelaku tersebut didakwakan dengan
dakwaan subsidair yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun
1951 dan Pasal 351 Ayat 1 KUHP, didalam perkara tersebut dilakukan
Diversi pada tahapan penuntutan dengan mengacu pada ancaman
hukum pasal 351 ayat 1 yang ancaman hukumanya dibawah 7 tahun

pun anc'ﬂqulumawaMal 2 ay®(1) UU Darurat

WZ Tahun 1951 adalah maksimal 10 tahun’

gcdaan  dalam “Pez omor 359

anak pelaku

5 Atau Pasal
o Kesehatan

S

UU Nomor

Moses Diversi
ang-Undang
n meskipun
pasal yang
; asus diatas
]

a at kerancuan
penerapan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014
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tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak (SPPA)”.

Berdasarkan uraian contoh kasus-kasus seperti diatas yang mana
Anak Pelaku di sangkakan atau didakwakan dengan Pasal subsidiaritas,
alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Kepolisian,

Kejaksaan, Pengadilan serta Bapas masih terdapat perbedaan penerapan

g mengg'ﬁs l No HaM2 SPPA a Perma No. 4

014 terkait Pedoman Pelaksanaan Dlver51
pdalam “Undang-UngdhleNomor 11 Tahun 21 tang Sistem

an Pidana An? Im bisa menga jika terjadi
asugeseperti And > Kakan atau gfiCa Wbkan dengan
aubsidia g . pun kogabigall (gabungan)
< pa masih STNF am Undafie dang Nomor
lwm 2012 tentarr® S i lan Pidana Anm
> B
a —apas, Kepolisian, Maaflldan Pengadilan w
o

E Perma Nomor < 014 tentang Pe

gga banyak
nakan dasar

Pelaksanaan

i@ yang mana isinjilf bg Aan dengan UndafiZUdang Nomor
amun perlu
g tn 2014 bisa
= Fpisa memberi
solusi terhadap apa yang tidak diakomodir oleh UU No 11 Tahun 2012

SPPA namun sayangnya PERMA No.4 Tahun 2014 hanya menjelaskan

berlaku untuk hakim anak.
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C. Solusi dalam dualisme penerapan antara Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Perma No.
4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak (SPPA)

1. Upaya Penguatan Penerapan Diversi terhadap Anak yang

L dr um
Dari strategl yan is‘elengg!rapaanemeyia

Perencanaan
gunan  Nasional/ enas dan PUS% Universitas
sia Penguatan nfgngutamakan

diversi serta
gulasi untuk
& penahanan
ahun 2012

benal bentuk

ABH, Penguatan pedoman untuk pelaksanaan kesepakatan diversi

serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan, Permenkumham

st Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pusat Kajian dan Advokasi
Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia, 2023, Peta Jalan
Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027, hlm. 72
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tentang Pidana dan Tindakan Permenkumham tentang pedoman
penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pidana dan tindakan
Permenkumham tentang pedoman pendampingan, pembimbingan,
dan pengawasan ABH”.

b. Menyempurnakan adanya sebuah layanan serta program dalam

menerapkan Diversi dan solusi atas pemenjaraan juga penahanan.

1 pemulihan
menjalani
. Misalnya:

basis TI,

padu baik diska p/kabupaten,

an diversi,
; n assesmen
]

irje mham terkait

d. Menguatkan tata cara pengamatan, evaluasi, koordinasi serta basis

indikator penilaian ABH.

data untuk menerapkan kesepakatan diversi serta solusi atas
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pemenjaraan juga penahanan. Misalnya: menguatkan sistem
manajemen dalam mengatasi kasus ABH, SPPT-TI untuk ABH,
tata cara menjaga data yang ada untuk menangani ABH,
Terhubungnya SPPT-TI dengan bentuk manajemen kasus,
rehabilitasi serta pendampingan, menguatkan tata cara evaluasi
serta pengawasan rutin pada penyelenggaraan diversi, menguatkan

dikator 'sSsttkturAluMk dari "Mgerapan diversi,
£

Wguatkan tata cara koordinasi diskala &bupaten dan

diselaraskan dengan teori, maka penulis merancang jika upaya yang

dilaksanakan untuk menguatkan diversi pada ABH oleh jaksa penuntut
umum sekarang ini ialah; menguatkan proses diversi di skala Kejaksaan

dari rangkaian serta panduan yang sudah diberlakukan, yaitu UU SPPA.
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Dari ketetapan kasus dalam “Pasal 6 UU SPPA dengan
memperhatikan arahan pelaksaan penguatan Diversi dengan rambu-
rambu kejaksaan, serta kebijakan pemerintah yang ada”. Terdapatnya
penguatan penyelenggaraan diversi ABH dari kebijakan oleh jaksa yang
berlandaskan kolaborasi bersama POLRI serta lembaga pemerintahan

untuk memperoleh validitas track record kriminal yang dilakukan anak.

serta

()JI' yang ada. clqibo: jfllsaan secara
—

1akan sosialisas
ersi dalam Unh—
A Anak

7 o [ ‘ ‘ - .
-
" h satu kasus
- - f ]
di == E,Eja&sﬂ erl perk ndhor  “PDM-

01/Klten/Enz2Ank/05/2025 atas nama Bagus Daniel Aryanto Alias

Bagong Bin Joko Triyono yang melanggar Undang-Undang Kesehatan

dan Psikotropika, yaitu Kesatu Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17
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Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Kedua Pasal 60 ayat (4) UU Nomor

5 Tahun 197 tentang Psikotropika”.

Tahapan dalam kasus pada penyidikan : disangkakan bersifat
kombinasi Pasal 435 atau Pasal 436 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2023
Tentang Psikotropika Dan Pasal 62 Subs 60 Ayat 2, 3,4 ,5 UU No 5

Tahun 199

(ASLAM O
gﬂ 435 UU Kesehatag, : “pidana penjara p%
ﬁl s) tahun atau pj I

ma 12 (dua

(000,00 (lima

a 5 (lima)

0,00 (lima

dana penjara p a 5 (lima)

)

D,00 (seratus

,000,000,00

5. Pasal 60 Ayat 3 UU Psikotropika, “pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp

200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
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6. Pasal 60 Ayat 4 UU Psikotropika, “pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp

200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dalam perkara diatas pada tahap penyidikan tidak dilakukan Diversi
dikarenakan tidak memenuhi syarat diversi yaitu terdapat pasal 435 UU

Kesehatan Juiihaeiasiantiaa i At tahun, namun hal ini

S

Uu SPI£A danfer a.
Y

sudah memasuki tahapan persidangan, hakim mempunyai peraturan
perma diversi sehingga dapat dilakukan diversi, namun dalam prakteknya

hakim tidak melakukan tahapan diversi karena pada tahap penyidikan
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dan penuntutan tidak ada berita acara penolakan dari penyidik dan JPU
terkait melakukan diversi.

Berdasarkan putusan pengadilan, kemudian yang terbukti adalah pasal
kumulatif : “Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan (yang ancaman hukumanya pidana penjara paling lama 12

(dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
, 0,000,'0 ga tiliaﬂam Pasal 0%
esehatan”. /

kara tersebut dapma
Inya memenuh@

5,004 yat 4 Undang-

kan diversi

diversi, jadi

@ndapat bisa
a dalam hal

lebih dari 1

an dengan

Pasal yang dm

ukum untuk di

:}1 diatas 7 tahun,
——
zia dikarenakan

diversi juga

tidak mengaturhal

014, Perma terb

brsebut, jika

adap perkara

at salah satu
pasal ancamanya diatas 7 tahun, tidak bisa mengacu kepada Perma

diversi.

52 Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan) Klaten, Kamis 15 Mei 2025, pukul 10.00 WIB
% Hasil wawancara dengan 4 orang JPU (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri) PU, 03 Maret 2025,
pukul 10.00
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Penyidik® juga berpendapat sama dengan JPU bahwa tidak bisa
dilakukan diversi dikarenakan salah satu pasalnya tidak emenuhi syarat
diversi.

bahwa hakim® tidak melaksanakan diversi didalam persidangan
tersebut dikarenakan tidak ada berita acara penolakan dari penyidik dan

JPU untuk melakukan diversi (bahwa didalam Perma No. 4 Tahun 2014

0. 12 Tahun

an dalam Kasus

yat (1) UU Da

penjara setinggi-tingginya sepuluh”.
Pada Tahap Penuntutan juga dikenakan Pasal yang sama, namun

berbeda dengan Perkara Nomor 1 dimana pada tahap pelimpahan

% Penydik Anak, Senin 10 Maret 2025, pukul 11.00
s Hakim Hakim Anak PN Klaten (Kamis, 15. Mei 2025, pukul 10.00)
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dikejaksaan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara anak
tersebut bisa dilaukan di diversi, namun yang perlu di perhatikan adalah
salah satu pasal tersebut ancamanya diatas 7 tahun, sehingga jika melihat
dasar peraturan syarat diversi di UU SPPA dan Perja di Kejaksaan yang
mengatur Diversi tidak ada pasal yang mengatakan jika disangkakan atau

di dakwakan dimana salah satu pasal ancaman nya diatas 7 tahun maka

Wn diversi.

Ja Penuntut Umum

(wxakan dasar °
Qlaan Diversi dala

laan diversi terhad

bPPA) untuk

ebut berlaku
cllyidikan atau
lelaksanakan
@ !asih terdapat
eTa ngkakan atau
didakwakan dimana salah satu pasalnya ancaman hukumnya diatas 7

tahun dikarenakan UU SPPA tidak mengakomodir jika terjadi kasus

seperti itu”.
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Berdasarkan uraian contoh kasus-kasus seperti diatas yang mana Anak
Pelaku di sangkakan atau didakwakan dengan Pasal subsidiaritas,
alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan serta Bapas masih terdapat perbedaan penerapan

antara menggunakan UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA Atau Perma

No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi. Didalam

(gabungan)
dang Nomor
gga banyak

onakan dasar

Pelaksanaan

lang Nomor

chingga jika

Taun 2012 tentang
‘ lgidalam Perma

pmodir celah

oleh karena

pelaku) di
sangkakan atau didakwakan dengan pasal alternatif, kumulatif atau
kombinasi yang ancaman hukumanya salah satunya di atas 7 tahun dapat

dilakukan diversi atau tidak, sehingga BAPAS, Penyidik, Jaksa Ketika
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mengahadapi kasus seperti diatas mempunyai kesamaan pandangan
terkait penerapan diversi sehingga dapat memberikan kepastian hukum

bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku).

/

yd
O
O
Z
m
v
>
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BAB 1V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan dan analisis yang sudah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam penerapan diversi oleh penyidik, jaksa dan hakim

Bacu k')Sp&Iaturzﬁ rMundang ;

ya. Penyidik dan jaksa dalam

erta peraturan

an diversi

serta hakim

o 11 Tahun

g Pedoman

; j a Penguatan
g arat Penegak

Hukum dan Pasal Penjelasan lebih lanjut dalam UU SPPA yang

mengatur terkait syarat diversi dimana jika terdapat anak yang

berhadapan dengan hukum (anak pelaku) disangkakan atau
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didakwakan dengan pasal alternatif, kumulatif atau kombinasi yang
ancaman hukumanya salah satunya di atas 7 tahun dan dibawah 7
tahun serta juga dapat mempertimbangkan penggunaan Splitsing
dalam suatu berkas perkara yang pelaksanaanya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

UU SPPA

imlisasi dan har
egarasan lebih lanj

linjauan dan

Perma No 4
Asiran dalam

um nasional

] . & -

M 1‘ .
£

eri n lebih rinci

serta melakukan revisi atau pembaruan terhadap ketentuan yang masih

3.

menimbulkan dualisme, lalu membiasakan diversi untuk menuntaskan

kasus anak yang bermasalah dengan hukum.
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